LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TlNGKAT II MAGELANG
Nomor 10 Tahun 1995 Serie D 5 No. 9

PERATURAN DAERAH KABUFATEN DATRAH TINGKAT IT MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 1995
' ‘ St RN
“ERUBAHAN KEDUA “FERATURAN DAERAH KLBUPATEN DAERAH
. llNGILAT II MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 1981 TENTALG
PERSYARATAN, TATA CARA FENGAI\TGI(“TAN DAN PEMBERHENTLIN

SEImET:.RIo DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUY DI
UJ.L&YAH KABUPATEN ‘DATRAH TINGI;! T II MAGELANG

, DENGAN R SHMAT | TUHIf N Ybl\lG MaHs ESL
BUPALI KEPAL/ DAERAH TINGKAT J.I MAGELLNG

Menimbang : a. bﬁ.hwa dalam rﬂngka kelancaran penyclenggaraan
: Pemerintahan secara berdaya guna dan berhesil
guna, meka Peraturen:Dacrah Kabupaten Dacrah-
Tingkat II Magelang. Nomor 19 Tahun 1981 ten
tang Persyaratan, .Tata Cara Pengangkaten dan
Pemberhentlan Sekr c,tarls Desa, Kepala Urusan
scrta Kepalg Dusun perlu diadecken perubahan
dan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Da
' .. 1am Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persya
ratan, Tata Cara Pengangkatan den Femberhenti
an Sckretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepe
la Dusyn dan Surat Edaran Menteri Dalem Nege
ri Nomor 140/2646/FUOD tanggel 20 Juli 1987,
téntang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di
atas, perlu ditetapkan pengaturannya dengan-—
Peraturan Dacrah Perubahan.
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peratur
| an Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 197, tentang Per
kawinan j

‘ 3+ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentar.‘r'o
kok=pokok Pemerintahan di Daerah ;

L. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pe—
merintahan Desa ; . |

5. Peraturan Mentéri Dalam Negeri Nomor 1 Tazhun
- 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata EKer
Ja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desz j;

L 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 2 Tahmum
1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyswarzh
‘Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tazhun
1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Fengang-
katan-dan Pemberhenfian Sekretaris Desa,Kepa
la Urusan serta Kepala Dusun ;

8., Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomeor "a
hun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Beng
kok dan yang sejenis menjadi tanah kas Desa;

9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I -

" Jawa Tengah Nomor 188,5/132/1981 tentang Fe

tunjuk Pelaksanaan Peraturan/l(eputusan Mente

ri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan Un
dang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;

lOo Peraturane eeces
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10. Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat
{weobl Mpgelang. rNomor: 16 Tahun 1981 tentang Su
 ocaBuhan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
.+ - - an Desa-dan Porangkat Desa di Wilayah Kabu
paten Daerah’ Tingkat II Magelang.

Dengan Persctujuan Dewgn Perwakilan ?akyat Daerah Kabupaten,,_
Daerah Tingkat II Magelangew: .. .- '

MEMUTUSKAN

Menectapkan : PERATURAN DAIRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DA-
ERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG HO -
MOR 19 TAHUN 1981 TENTANG PERSYARATAM, TATA CA
RA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS -
DESA, 'KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.

Pasal I

Peraturan Daérah Kabupatén Daerah Tingkat II
IT Magelang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Persya
ratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhenti-
an Sekretarls ‘Desay’ Kepala Urusan serta Kepala
Dusun “yang dlSyahkan dengan‘ourat Keputusan Gu
bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No—
mor. 188.3/32/1982 tanggal 27 September 1982 -
dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupa-
' ten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1982 No -

mor 6 diubah lagi sebagai berlkum

.'“;fé§ i A, Pasal 5 dlubah dan harus dibaca :

i Ayat (l)_Eelamar mengajukan lamaran dengan
ditulis tangan sendiri diatas ker
tas bermaterai kepada Pe jabat yang
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ayat (7) :

ayat (8)-:

.-Ll--.

berwenéng melalui'Kepéla besa dilempiri ke
terangan untuk mendukung persyaratan seba
geimana tersebut Pasal 3 dan 4 Peraturan
Daerah ini.

Apablla Lembaga Musyawarah Desa tidak kebe
ratan terhadap calon yang dimintakan per-
timbangan sebagaimana dimaksud dalam zyat
(6) Pasal ini, selanjutnya diteruskan keps
da Pejabat yang berwcnung untuk diadekan -
seleksi' dalam -bentuk u31an saringan oleh
Panltla UJlan Penyarlngan ;

Junlah calon: yang dlusulkan 'sedikit- dikit
nya 2 (dua) orang dan.sebanyak—banyaknya 3
(3) orang. - AR

Pasal 6 diubah don harus dlbaca :

ayat (2) :

ayat (3) :

ayat (1) : Calon yang dapat dlangkat ‘0leh Pejabat yang

berwenang adalah yang lulus wjian Penyaring

. on dengan nilai tertinggi.

Sekretaris Desa diangkat -oleh Bypati Kepala
Daerah dari calon’yéng-diuSulkan Kepala De-
sa setelah mendengar pertimbangan Camat.

Peftimbangan Camat sebagaimona dimoksud =
ayat (2) Pasal ini disertai pula dengan da
ta Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan tidak

tercela.(FDLT): .

Pﬂsal II. cooevoeeveeeee

¢
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Pasal 1II

Perapuran Daerah.lnl ber.laku mulai tanggal diundangkan.
Agarssupaya sebiap.orang dapat mengetahuinys memerintah

kan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan pencmpatannya-
dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

C

-

. \

o4 ~ 1%

B A2 \
\

Ditetapkan di Kota Mungkid.

_.pada tanggal 21 Januari 1995.

- et e te el eesseme e - —

D.P.R.D. '~ . . BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUFATEN DATI IT MAGELANG MAGELANG
KETUA
e
ttd ttd
SUGIHARDJO KARDI

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 3 Juli 1995, Nomor 188.3/198/1995

An. Sekretaris Wilayah/Dacrah Tingkat I
Jawa Tengah

Pj. Kepala Biro Hukum

ttd

SUTJI ASTOTO, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 010 157._
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Di Undangkan Dalam Lembaran Dscrah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 10 Tahun 1995, Tanggal 11 Juli 1975

o Serie.D ;. Nomor G- ¢
Sekretaris Wilayal/Daerah

ttd

Drs. TJUK SUSILO

oz UIZENIP, 010 057 057
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PENJELASAN
ATAS

PERUBAHAN KEDUA FERATURAN DAGRAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT IT MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 1981 TENTANG
FERSYARATAN, TATA CARA TENGANGKATAN DAN PEMBIIHENTIAN
SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN GERTA KEPALA DUSUN DI
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I, PSNJELASAN UMUM.

Scbageimana diketahui, bahwa pada tanggal 24 Cktober -
1981 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deerah Ting
kat II Magelang Nomor 19 Tahun 1981 tentang Persyarztan,Tatz
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala
Urusan serta Kepala Dusun di Wilayah Kabupaten Daerah Ting-

kat II Magelang.

; - Didalam’ praktek“ pelaksanaannya, proses pengisian lowong
an jabatan perangkat desa tersebut masih dimungkinkan muncul
nya masalah-masalah baru yang dapat mempengaruhi stsbilitas-
masyarakat. Oleh karena itu maka materi yang tertuang dalem
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomar
19 Tahun 1931 diubah dan disempurnckan terutama dalam hal su
sunan kalimatnya, dengan mengacu pada kemurnian maksud dari-
Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indoncsia Nomor 8 Ta
hun 1981 tentang Persyarctan Tata Cara Fengangkatan dan Fem
berhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun
serta ketentuan Perundang-undangan yang terbit kemudian.

Porubahan ini sudah yang kedua kalinya yang merupakan -
penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Magelang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perubahan Portama Pera
turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 19-
Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan -
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Pemberhentian Solcretafis Desa, Kopala Urusan serta Ke
pala Dusun, di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ma
II. TENJELASAN PLSAL DUMI P.’..’)‘l‘.L:_

————

Fascl 5 ayat (1) dan ayat (7)
»

Yang dimaksud dengan “"1'cjabat yang berwenang" &
dalam Peraturan Daerah ini adalah Bupati Kepal
la Dacrah Tingkat II Magclang.

Pasal 6 ayat (3). .
Data-data Frestasi, BediKasi, Loyalitas dam T3
dak terecla (PDLT) yang di sertakan dalam per
timbangan Camat,diberlakukan bagi pclamer yang
mengajukan lamaran jabatan karier. -

00000 0000 ooo00C
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